
BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha
Perikanan, maka perlu dilakukan peninjauan
kembali terhadap tarif retribusi dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi
Izin Usaha Perikanan ;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3831);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004) Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha
Pembudidayaan Ikan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha
Perikanan;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF
RETR1BUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung
Selatan.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Lampung Selatan.

8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfataan sumberdaya ikan dan lingkungannya
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

9. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua jenis biota
perairan lainnya.

10. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum
untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan
komersil.



11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha
perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau
Badan Hukum Indonesia.

12. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.

13. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau
cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau
mengawetkan untuk tujuan komersil.

14. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya
yang digunakan untuk melakukan penangkapan atau pengangkutan
ikan, termasuk untuk melakukan survey perikanan.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap
dan bentuk badan lainnya.

16. Perizinan tertentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian Lingkungan.

17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan
retribusi.

18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari
Pemerintah Daerah.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

20. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin
tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.



21. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan yang selanjutnya disingkat SPBI
adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk
melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari SHIP.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besamya tarif retribusi ditetapkan
berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian
kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum
dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin
tersebut.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

(1) Besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan penangkapan
dan kapal pengangkut ikan adalah sebagai berikut :

a. 5 s/d 6 GT = Rp. 200.000,-/Kapal
b. 7 s/d 8 GT = Rp. 300.000,-/Kapal
c. 9 s/d 10 GT = Rp. 400.000,-/ Kapal

(2) Besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan
pembudidayaan pembesaran ikan adalah sebagai berikut :
a. tambak intensif = Rp. 3.000.000,- /ha
b. tambak tradisional = Rp. 500.000,- /ha
c. kolam tanpa konstruksi = Rp. 300.000,- /ha
d. Kolam konstruksi beton = Rp. 300.000,- /ha
e. karamba/ jaring apung = Rp. 300.000,-/unit
f. rakit/tali = Rp. 100.000,-/ha
g. kerang mutiara = Rp. 100.000,-/ ha
h. Lainnya = Rp. 150.000, -/unit usaha

(3) Besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan
pembudidayaan pembenihan ikan adalah sebagai berikut :

a. udang windu = Rp. 2.000,-/m3
b. udang putih = Rp. 3.000,-/m3
c. Kerapu = Rp. 1.500,-/m3
d. Bandeng = Rp. 500,- /m3
e. ikan air tawar = Rp. 500,- /m3
f. ikan lain-lain = Rp. 500,- /m3



(4) Besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pengumpulan
atau pengolahan atau perdagangan ikan adalah sebagai berikut ;

usaha skaia kecil/unit.
- 500 s.d 1.000 kg/bulan
Usaha skala menengah/unit.
- > 1.000 s.d 5.000 kg/bulan
Usaha skala besar/unit
- >5.000 kg/bulan

Rp. 1.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

(5) Besamya retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipungut sesuai dengan kewenangan
daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal l 0 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda *
pada tanggal ƒ’ 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR



BUPATI LAM PU NG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR <3 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha
Perikanan, maka perlu dilakukan peninjauan
kembali terhadap tarif retribusi dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi
Izin Usaha Perikanan ;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3831);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004) Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha
Pembudidayaan Ikan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha
Perikanan;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung
Selatan.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Lampung Selatan.

8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfataan sumberdaya ikan dan lingkungannya
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

9. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua jenis biota
perairan lainnya.

10. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum
untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan
komersil.



11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha
perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau
Badan Hukum Indonesia.

12. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.

13. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau
cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau
mengawetkan untuk tujuan komersil.

14. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya
yang digunakan untuk melakukan penangkapan atau pengangkutan
ikan, termasuk untuk melakukan survey perikanan.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap
dan bentuk badan lainnya.

16. Perizinan tertentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan
retribusi.

18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari
Pemerintah Daerah.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

20. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin
tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.



21. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan yang selanjutnya disingkat SPBI
adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk
melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari SIUP.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besamya tarif retribusi ditetapkan
berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian
kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum
dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin
tersebut.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

(1) Besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan penangkapan
dan kapal pengangkut ikan adalah sebagai berikut :

a.
b.
c.

> 5 s/d 6 GT
7 s/d 8 GT
9 s/d 10 GT

= Rp. 200.000,- /Kapal
= Rp. 300.000,-/Kapal
= Rp. 400.000,-/Kapal

(2) Besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan
pembudidayaan pembesaran ikan adalah sebagai berikut :

a. tarnbak intensif = Rp. 3.000.000,- /ha
b. tarnbak tradisional = Rp. 500.000,- /ha
c. kolam tanpa konstruksi = Rp. 300.000,- /ha
d. Kolam konstruksi beton - Rp. 300.000,- /ha
e. karamba/ jaring apung = Rp. 300.000,-/unit
f. rakit/tali = Rp. 100.000,-/ha
g. kerang mutiara = Rp. 100.000,-/ ha
h. Lainnya = Rp. 150.000, -/unit usaha

(3) Besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan
pembudidayaan pembenihan ikan adalah sebagai berikut :

a. udangwindu = Rp. 2.000,-/m3
b. udang putih = Rp. 3.000,-/m3
c. Kerapu = Rp. 1.500,-/m3
d. Bandeng = Rp. 500,- /m3
e. ikan air tawar = Rp. 500,- /m3
f. ikan lain-lain = Rp. 500,- /m3



(4) Besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pengumpulan
atau pengolahan atau perdagangan ikan adalah sebagai berikut :

- >5.000 kg/bulan

a. usaha skala kecil/unit.
- 500 s.d 1.000 kg/bulan

Rp. 1.000.000,-

b. Usaha skala menengah/unit.
- > 1.000 s.d 5.000 kg/bulan

Rp. 5.000.000,-

c. Usaha skala besar/unit Rp. 10.000.000,-

(5) Besamya retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipungut sesuai dengan kewenangan
daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan. ƒ

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal (O HQ/ 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda/
pada tanggal '°SEKRETARIS DAERAH KAB

/2017
!ATEN LAMPUNG SELATAN

FREDYSM
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR \


